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ABSTRAK

Fenomena kumpul kebo (kohabitasi) di Indonesia menunjukkan adanya
perubahan pola relasi sosial yang dipengaruhi perkembangan budaya modern,
globalisasi, serta pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat. Praktik hidup
bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak hanya menimbulkan persoalan
moral dan sosial, tetapi juga memunculkan perbedaan pendekatan hukum dalam
sistem hukum Indonesia. Perbedaan tersebut tampak dalam Pasal 412 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kohabitasi sebagai delik aduan dan
Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur
khalwat sebagai jarimah yang dapat ditindak secara langsung oleh aparat penegak
syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan struktur yuridis,
unsur-unsur tindak pidana, mekanisme penegakan hukum, serta wewenang aparat
dalam menindak kohabitasi dan khalwat berdasarkan teori perbandingan hukum
Satjipto Rahardjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif dan studi kepustakaan (/ibrary research). Sifat penelitian ini adalah
deskriptif, analitis, dan komparatif. Sumber data primer diperoleh dari Pasal 412
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan karya
ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan
dan dianalisis menggunakan teori perbandingan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan Pasal 412 UU No. 1
Tahun 2023 tentang kohabitasi dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang
khalwat memperlihatkan adanya dualisme kriminalisasi kesusilaan dalam sistem
hukum Indonesia yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur hukum, nilai sosial, dan
orientasi pembentukan norma. Pada tingkat konstruksi normatif terlihat perbedaan
yang tegas, di mana kohabitasi dalam KUHP nasional dibangun sebagai delik aduan
absolut dengan orientasi perlindungan ranah privat dan pembatasan intervensi
negara, sedangkan khalwat dalam Qanun Aceh dikonstruksikan sebagai jarimah
publik berbasis syariat Islam dengan mekanisme penegakan yang lebih aktif,
preventif, dan luas. Dalam perspektif teori perbandingan hukum sebagai sarana
pengendalian sosial menurut Satjipto Rahardjo, kedua ketentuan tersebut sama-
sama berfungsi menjaga keteraturan dan moralitas masyarakat melalui instrumen
hukum pidana serta keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam perspektif teori
perbandingan hukum, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kriminalisasi
kesusilaan dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan hadir
dalam dua pola pendekatan yang mencerminkan dualisme hukum positif yang
berbeda di dalamnya.

Kata Kunci: Kohabitasi, Khalwat, KUHP, Qanun Aceh.



ABSTRACT

The phenomenon of cohabitation in Indonesia reflects changes in patterns
of social relations influenced by the development of modern culture, globalization,
and shifting moral values within society. The practice of living together without a
legally recognized marriage bond not only raises moral and social issues, but also
gives rise to differences in legal approaches within the Indonesian legal system.
These differences can be seen in Article 412 of Law Number 1 of 2023, which
regulates cohabitation as a complaint-based offense, and Article 23 of Aceh Qanun
Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, which regulates khalwat as a jarimah
that may be directly prosecuted by sharia law enforcement officers. This study aims
to analyze the comparison of juridical structures, criminal elements, law
enforcement mechanisms, and the authority of law enforcement officials in
addressing cohabitation and khalwat based on Satjipto Rahardjo’s theory of
comparative law.

This study employs a qualitative research method using a normative
juridical approach and library research. The nature of this research is descriptive,
analytical, and comparative. Primary data sources were obtained from Article 412
of Law Number 1 of 2023 and Article 23 of Aceh Qanun Number 6 of 2014, while
secondary data were obtained from books, journals, articles, and relevant scholarly
works. Data collection techniques were conducted through library research and
analyzed using comparative law theory.

The results of this study indicate that a comparison of Article 412 of Law
No. 1 of 2023 on cohabitation and Article 23 of the Aceh Qanun No. 6 of 2014 on
khalwat reveals a dualism in the criminalization of immoral acts within the
Indonesian legal system, influenced by differences in legal structure, social values,
and the orientation of norm-setting. At the level of normative construction, a clear
distinction is evident: cohabitation under the national Criminal Code is framed as
an absolute complaint-based offense aimed at protecting the private sphere and
limiting state intervention, whereas khalwat under the Aceh Qanun is constructed
as a public offense based on Islamic sharia law, featuring more active, preventive,
and extensive enforcement mechanisms. From the perspective of comparative law
theory as a means of social control, as proposed by Satjipto Rahardjo, both
provisions serve to maintain social order and morality through criminal law
instruments and the involvement of law enforcement officials. From the perspective
of comparative law theory, this difference indicates that the criminalization of
immorality in the Indonesian legal system is not uniform but manifests in two
distinct approaches that reflect a dualism within positive law.

Keywords: Cohabitation, Khalwat, Criminal Code, Aceh Qanun.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B be
< Ta‘ T te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha“ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha‘ Kh ka dan ha
3 Dal D de
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra‘ R er
B Zai V4 zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye




o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain \ koma terbalik di atas

d Gain G ge

— Fa‘ F ef

S Qaf Q qi

< Kaf K ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

U] Nun N en’

g Waw W w

] Ha’ H ha

s Hamzah ¢ apostrof

¢ Ya’ \" ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

wl Mo La
83dais

ditulis

muta’addidah

ditulis

’iddah




C. Ta‘ Marbitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

ditulis

hikmah

ditulis

‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

g@}zj\ é\:o\’/

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bilata’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammabh ditulis

t atau h.

fed 3

z

ditulis

Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

— Fathah ditulis a
e Kasrah ditulis i
— Dammah ditulis u

Xi




E. Vokal Panjang

Fathah + alif Oleweins) ditulis a: Istihsan
Fathah + ya’ mati 5f ditulis a: Unsa
T

Kasrah + ya’ mati skl ditulis 1: al-‘Alwani
Dammah + wawu mati . e ditulis U: ‘Ulim

F. Vokal Rangkap
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e

Fathah + wawu mati Jsi ditulis au: Qaul
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("ﬁﬁ ditulis a’antum
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é - oY ditulis la’in syakartum
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xii



2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kumpul kebo atau hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah
merupakan fenomena sosial yang semakin intens terjadi dalam masyarakat .!
Praktik ini mencerminkan perubahan pola relasi antara individu, terutama antara
laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya
modern, termasuk kebebasan personal dan pergeseran nilai-nilai tradisional.?
Fenomena kohabitasi telah menyebar secara luas dan dapat dijumpai pada berbagai
lapisan masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, baik dari

kalangan orang dewasa hingga kalangan muda-mudi.’

Fenomena kohabitasi mencerminkan terjadinya pergeseran struktur nilai
sosial, di mana norma-norma tradisional yang sebelumnya mengatur kehidupan
masyarakat secara bertahap mengalami pelemahan akibat semakin kuatnya arus
globalisasi dan pengaruh budaya Barat.* Kondisi tersebut memicu diskursus luas

dalam masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan sosial,

! Emirza Nur Wicaksono, “Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi
Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial,” Journal of Law Perspectives Review, Vol. 1:2 (2025),
hlm. 93.

2 Muhammad Zacky Ramadhan, dkk., “Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap
Fenomena Living Together atau Kohabitasi di Era Modern,” Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan
Dakwah, Vol. 17:3 (2025), hlm. 16.

3Bryan Y. F. Wowor,”Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) Di Indonesia Dalam
Pandangan Hukum Positif”, Lex Administratum, Vol. 12:5 (September 2024), him. 1.

4 Unaisah Muthia, dkk., “Budaya Cohabitation: Tinjauan Kritis Dari Kacamata Mahasiswa
Islam,” Jurnal Illmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 8:10 (Oktober 2024), hlm. 57.
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tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius dari sudut pandang hukum dan agama.’
Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan praktik kohabitasi
menghadirkan tantangan bagi sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai alat
pengendalian sosial sekaligus penjaga nilai kesusilaan dan ketertiban umum yang

menjadi landasan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.®

Fenomena kohabitasi di Indonesia dapat diamati melalui berbagai kasus
yang menunjukkan kompleksitas relasi di luar perkawinan yang sah, baik dalam
bentuk pelanggaran norma hukum dan sosial. Contohnya adalah kasus Seorang pria
berinisial J (27 tahun), warga Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, ditangkap
Unit Reskrim Polsek Panjang atas dugaan tindak pidana asusila terhadap gadis
remaja 15 tahun. Kasus bermula dari pertemuan di tempat hiburan malam, yang
berkembang menjadi asmara via modus bujuk rayu, hingga korban tinggal
bersamanya di indekos wilayah Panjang. Polisi segera turun tangan setelah laporan
masuk dari keluarga korban, memicu penangkapan pada 14 April 2026,
sebagaimana disampaikan Kapolsek Panjang AKP Ipran (19/4/2026).” Di sisi lain,
fenomena relasi di luar perkawinan juga ditangani dalam kerangka hukum yang
berbeda, seperti yang terjadi di Banda Aceh, fenomena kohabitasi juga tampak

dalam kasus pasangan non-mahram yang diamankan oleh Satpol PP dan wilayatul

5 Vicella Kesya Galuh Iranti, dan Andrie Irawan, “Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis
Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi,” Journal of Islamic and Law
Studies, Vol. 9:1 (2025), hlm, 14.

® Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” HES: Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2:1 (April 2019), him. 19.

" Dominius Desta Mantri Barus, “Dari Hiburan Malam di Bandar Lampung, Pria Beristri
Berbuat Asusila dengan Remaja Putri di Kos-kosan,”
https://lampung.tribunnews.com/lampung/1207045/dari-hiburan-malam-di-bandar-lampung-pria-
beristri-berbuat-asusila-dengan-remaja-putri-di-kos-kosan, akses pada 23 April 2026.



https://lampung.tribunnews.com/lampung/1207045/dari-hiburan-malam-di-bandar-lampung-pria-beristri-berbuat-asusila-dengan-remaja-putri-di-kos-kosan
https://lampung.tribunnews.com/lampung/1207045/dari-hiburan-malam-di-bandar-lampung-pria-beristri-berbuat-asusila-dengan-remaja-putri-di-kos-kosan
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hisbah (WH) karena diduga melakukan khalwat di sebuah rumah kos pada April
2026. Keduanya, yang masih di bawah umur, ditangani dengan melibatkan aparat
gampong dan UPTD PPA untuk memastikan perlindungan hukum tetap terpenuhi.
Kasus ini menunjukkan bentuk relasi di luar perkawinan yang mengarah pada
kohabitasi, meskipun belum tentu bersifat menetap. Perbedaan penanganan kasus
ini menegaskan adanya keragaman pendekatan hukum di Indonesia, khususnya

antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh.?

Berangkat dari kenyataan sosial berupa maraknya praktik kohabitasi yang
berpotensi menimbulkan konflik serta persoalan hukum, secara normatif diperlukan
adanya regulasi hukum yang jelas dan terarah. Sebelum lahirnya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, praktik kumpul kebo pada dasarnya belum diatur secara tegas
dalam KUHP lama. Pengaturan mengenai zina di dalam Pasal 284 KUHP lama
hanya terbatas pada hubungan seksual yang dilakukan oleh pihak yang terikat
perkawinan, sehingga hubungan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan
yang sama-sama belum menikah tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pidana.
Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan karena praktik kohabitasi dipandang
bertentangan dengan nilai kesusilaan, norma agama, dan budaya hukum masyarakat

Indonesia. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana melalui Pasal 412 Undang-

8 Serambi Indonesia “Sepasang Remaja Terduga Khalwat Digrebek Tim Pageu Gampong
di Banda Aceh,” https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/47088/sepasang-remaja-terduga-
khalwat-digerebek-tim-pageu-gampong-di-banda-aceh, akses pada 21 April 2026.



https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/47088/sepasang-remaja-terduga-khalwat-digerebek-tim-pageu-gampong-di-banda-aceh
https://prohaba.tribunnews.com/nanggroe/47088/sepasang-remaja-terduga-khalwat-digerebek-tim-pageu-gampong-di-banda-aceh
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Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipandang sebagai bentuk respons negara terhadap

perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat.’

Di sisi lain, dalam hukum Islam, khususnya di dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, relasi antara laki-laki dan perempuan di luar
perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai khalwat, ikhtilat, maupun perzinahan.
Penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang tidak mensyaratkan adanya
pelapor atau persetujuan korban, dengan pembuktian yang dapat didasarkan pada
pengakuan pelaku, keterangan saksi, maupun alat bukti lain yang sah sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.!® Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, Pasal
412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kohabitasi sebagai delik
aduan, sehingga penindakannya bergantung pada laporan pihak tertentu, yakni
suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi yang

tidak terikat perkawinan.!!

Perbedaan pengaturan antara Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 23 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan adanya perbedaan
mendasar dalam pendekatan hukum terhadap praktik kohabitasi. Qanun Aceh
mengatur perbuatan tersebut sebagai jarimah khalwat yang dapat ditegakkan tanpa

bergantung pada adanya pengaduan, sehingga memberikan ruang intervensi yang

® A Danardana, Vincentius Patria Setyawan, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan
Sosial kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana,” -Justitia Et Pax Jurnal
Hukum, Vol 38:1 (Juni, 2022), hlm. 209-216.

19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412.
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lebih luas bagi aparat penegak hukum. Sebaliknya, Pasal 412 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 mengkualifikasikan kohabitasi sebagai delik aduan absolut
yang penegakannya bergantung pada pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki
hubungan hukum dengan pelaku. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya
perbedaan orientasi dalam menentukan batas intervensi negara terhadap ranah
privat sekaligus menunjukkan bahwa praktik kohabitasi dipandang secara berbeda
oleh masing-masing sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis secara komparatif pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo
(kohabitasi) dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan konsep
khalwat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan menitikberatkan
pada perbedaan karakter delik, ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme

penegakan hukumnya.

Maka dengan penjelasan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam
mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: “Dualisme
Kriminalisasi Kesusilaan Di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasal 412 UU

No. 1/2023 Dan Pasal 23 Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Khalwat.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan struktur yuridis dan unsur-unsur tindak pidana (legal
elements) antara perbuatan kohabitasi dalam pasal 412 UU Nomor 1 Tahun
2023 dengan konsep khalwat dalam pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014?
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2. Bagaimana perbandingan mekanisme penegakan hukum dan wewenang aparat
dalam menindak tindak pidana Kohabitasi berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023

dengan tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
a. Untuk mengetahui perbandingan struktur yuridis dan unsur-unsur tindak
pidana (legal elements) antara perbuatan kohabitasi dalam pasal 412 UU
Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam pasal 23 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014.
b. Untuk mengetahui perbandingan mekanisme penegakan hukum dan
wewenang aparat dalam menindak tindak pidana Kohabitasi berdasarkan
UU No. 1 Tahun 2023 dengan tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun
Aceh No. 6 Tahun 2014.
2. Kegunaan
a. Secara Akademis
1) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam kajian hukum pidana dan Qanun Aceh terkait
pengaturan kohabitasi.
2) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas
perbandingan antara hukum positif Indonesia dan Qanun Aceh.

b. Secara Praktis
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1) Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perbedaan
pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terhadap praktik
kohabitasi dalam kedua sistem hukum.

2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana
kumpul kebo (kohabitasi) diatur dalam hukum positif Indonesia dan

Qanun Aceh, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum.

D. Telaah Pustaka

Dari pencarian yang dilakukan, terdapat beberapa literatur yang memiliki
keserupaan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut seperti jurnal yang
ditulis oleh Dita Melati Putri, dan Abdul Basith Junaidy,'? menjelaskan bahwa pasal
Pasal 412 KUHP dimaksudkan untuk melindungi nilai sosial dan moral masyarakat
dari dampak negatif praktik kohabitasi, namun penerapannya tetap harus dilakukan
secara proporsional, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk
mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri dalam penegakan hukum.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana,'® yang berjudul
“perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi dalam Pasal 412 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana
Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, menegaskan bahwa Pasal 412 Ayat (1)

KUHP lahir dari upaya menyesuaikan pengaturan zina dengan norma masyarakat

12 Dita Melati Putri, dan Abdul Basith Junaidy, “Analisis Yuridis terhadap Kohabitasi
Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru,” Media Hukum Indonesia, Vol. 3:4 (Oktober-
Desember 2025), hlm. 59.

13 Ikhsan Maulana, “Perlindungan Diri Pribadi Terhadap Kohabitasi Dalam Pasal 412 Ayat
(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan
dengan Hak Asasi Manusia,” Skripsi, Universitas Andalas (2024), hlm. 100.
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religius untuk melindungi nilai kesusilaan dan martabat perkawinan, dengan delik
aduan sebagai bentuk kompromi dalam penegakan hukum di masyarakat majemuk.

Berbeda dengan skripsi yang di tulis oleh Afifah Azzah dzakiyah,'* yang
menjelaskan bahwa Penerapan Pasal 412 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang KUHP sebagai delik aduan dinilai tidak selaras dengan tujuan politik
kriminal dalam melindungi nilai kesusilaan. Hal ini karena pihak yang berhak
mengadu sering kali tidak mengetahui terjadinya kohabitasi atau enggan
melaporkannya dengan alasan menjaga aib keluarga.

Kemudian jurnal yang di tulis oleh Rahul Sani Ritonga, dan Abd.
Mukhsin,'> menyimpulkan bahwa Pada prinsipnya, Pasal 412 KUHP Baru masih
memberikan ruang terjadinya kohabitasi sepanjang tidak diajukan pengaduan oleh
pihak keluarga pelaku, sehingga dasar pengaturannya lebih bergantung pada adanya
keberatan pihak tertentu daripada nilai agama dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Adapun beberapa literatur yang membahas tentang kohabitasi berdasarkan
perspektif hukum Islam, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh
Muhammad razif,'® di dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa kohabitasi

dipandang sebagai sarana yang secara nyata berpotensi mengantarkan pada

14 Afifah Azzah Dzakiyah, “Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip
Lex Certa,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia (2024), him. 98-100.

15 Rahul Sani Ritonga, dan Abd. Mukhsin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam pasal 412
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi,” Legal Standing Jurnal Hukum, Vol. 8:3
(Desember 2024), him. 594.

16 Muhammad razif, “Larangan Kohabitasi Dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu penerapan
Sadd Dzariah,” Al- ‘Adalah: Jurnal syariah dan Hukum Islam, Vol. 8:2 (Desember 2023), hlm. 222.
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perbuatan zina sehingga termasuk dalam konsep sadd dzari‘ah. Atas dasar itu,
pengaturan perluasan zina dan larangan kohabitasi dalam KUHP Baru dipahami
sebagai kebijakan preventif negara yang selaras dengan prinsip hukum Islam untuk
mencegah terjadinya perzinaan.

Di sisi lain, Gusti Muslihuddin Sa’adi, dkk,'!” menilai bahwa pengaturan
kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP dipandang sejalan dengan magasid as-syari’ah,
khususnya perlindungan keturunan (4ifz an-nasl) pada level takmilat ad-daruriyyat,
karena kohabitasi dalam perspektif Islam dipahami sebagai khalwat yang
berpotensi mengantarkan pada perzinaan meskipun belum memenuhi unsur zina.
Meski demikian, efektivitas pelarangannya dinilai terbatas akibat sifatnya sebagai
delik aduan absolut dan ancaman pidana yang relatif ringan. Di sisi lain, pengaturan
ini juga dipahami sebagai penerapan teori hukum Roscoe Pound mengenai hukum
sebagai sarana rekayasa sosial yang mengutamakan kepentingan publik di atas
kepentingan privat.

Adapun penelitian yang ditulis oleh Ana Sholikah, dkk,'® dengan
menggunakan perspektif Qanun Aceh, menjelaskan bahwa penolakan terhadap
kohabitasi di Provinsi Aceh berlandaskan pada penerapan syariat Islam secara
menyeluruh, di mana praktik tersebut dipandang sebagai perbuatan zina karena

bertentangan dengan norma agama, adat, dan kesusilaan. Larangan tersebut

7 Gusti Muslihuddin Sa’adi dkk, “ Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang
Kohabitasi(Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe
Pound),” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal theory, Vol. 1:4 (2023),
hlm. 604.

1% Ana Sholikah dkk, “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan
Kohabitasi (Kumpul Kebo),” Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol. 10:1 (Januari 2024),
hlm. 180.
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ditegaskan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
sebagai upaya menjaga martabat masyarakat dan mencegah degradasi moral sejak

dini sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Aceh.

. Kerangka Teori

Teori adalah suatu bangunan konseptual yang terdiri atas konsep, definisi,
dan proposisi yang tersusun secara sistematis serta saling berkaitan, yang digunakan
untuk mengkaji suatu fenomena secara menyeluruh. Melalui penjelasan mengenai
hubungan antar variabel, teori berperan sebagai instrumen ilmiah dalam
memberikan pemahaman, penjelasan, dan prediksi terhadap fenomena yang
diteliti."

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori perbandingan hukum
dari Satjipto Rahardjo digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.
Penggunaan teori ini dinilai relevan karena penelitian membahas dua sistem hukum
yang berbeda, yakni hukum pidana nasional dalam Pasal 412 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 dan hukum jinayat Islam dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor
6 Tahun 2014 tentang khalwat. Kedua pengaturan tersebut berada dalam satu sistem
hukum nasional Indonesia, namun memiliki dasar filosofis, karakter pengaturan,
serta mekanisme penegakan hukum yang berbeda.

Menurut Satjipto Rahardjo, perbandingan hukum merupakan kegiatan
membandingkan sistem hukum positif dari suatu bangsa dengan sistem hukum

bangsa lain untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta latar belakang

1% Ence Surahman, dkk, “Kajian Teori dalam Penelitian,” JKTP Jurnal Kajian Teknologi
Pendidikan, Vol. 3:1 (Februari 2020), hlm. 50.
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pembentukan hukumnya. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa perbandingan
hukum tidak hanya dilakukan antarnegara, tetapi dapat pula diterapkan dalam satu
negara yang memiliki sistem hukum majemuk, bahkan terhadap sistem hukum yang
memiliki tingkat kepositifan berbeda, seperti antara hukum negara dan aturan
hukum lain yang hidup dalam masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa
perbandingan hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk membandingkan
norma, tetapi juga sebagai sarana memahami karakter, orientasi, serta konstruksi
hukum yang berkembang dalam suatu sistem hukum tertentu.*

Melalui teori perbandingan hukum menurut Satjipto Rahardjo, penelitian ini
diarahkan untuk menganalisis beberapa aspek, yaitu perbandingan struktur yuridis,
unsur-unsur tindak pidana (legal elements) antara perbuatan kohabitasi dalam Pasal
412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam Pasal 23
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, perbandingan mekanisme penegakan hukum,
wewenang aparat dalam menindak tindak pidana kohabitasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan tindak pidana khalwat berdasarkan Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014, dan terhadap persamaan dan perbedaan pengaturan hukum

terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam kedua aturan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memadukan

penelitian kepustakaan (/ibrary research). Pendekatan kualitatif dalam

20 Satjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 312.
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penelitian ini dipahami sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif
berupa uraian tertulis, pernyataan lisan, serta pola perilaku subjek yang dapat
diamati,?! yang selanjutnya dianalisis secara mendalam tanpa menggunakan
teknik pengolahan data statistik.>?

Dalam konteks ini, penelitian kepustakaan difokuskan pada kajian
terhadap sumber-sumber hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-
undangan nasional, dokumen hukum terkait, maupun literatur akademik yang
membahas kumpul kebo (kohabitasi) dalam perspektif hukum Islam dan
hukum positif Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar normatif,
ketentuan hukum, serta konsep yang mendasari pengaturan kohabitasi di kedua
sistem hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis, dan komparatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara rinci
mengenai pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi), baik
dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun dalam konsep
khalwat pada Qanun Aceh Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, penelitian
ini juga mendeskripsikan fenomena kohabitasi yang berkembang di
masyarakat serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan respons

terhadap praktik tersebut.

2! Salim, Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial,
Keagamaan dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

22 Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, cet. ke-3 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017),
hlm. 9.
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Selanjutnya, penelitian ini bersifat analitis karena data dan bahan
hukum yang diperoleh tidak hanya dipaparkan secara deskriptif, tetapi juga
dianalisis menggunakan teori perbandingan hukum. Analisis tersebut
dilakukan untuk memahami karakter pengaturan hukum, dasar pemikiran
pembentukannya, mekanisme penegakan hukum, serta orientasi hukum yang
melatarbelakangi pengaturan kohabitasi dalam kedua sistem hukum tersebut.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara
tekstual, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan
pengaturan hukum antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam di Aceh.

Selain  itu, penelitian ini juga Dbersifat komparatif karena
membandingkan pengaturan hukum terhadap praktik kohabitasi dalam Pasal
412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan konsep khalwat dalam
Qanun Aceh Pasal 23 Nomor 6 Tahun 2014. Perbandingan tersebut dilakukan
untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari kedua pengaturan, baik
dalam aspek karakter delik, ruang lingkup perbuatan yang diatur, mekanisme
penegakan hukum, maupun bentuk pertanggungjawaban hukumnya. Melalui
pendekatan komparatif tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang
lebih komprehensif mengenai bagaimana masing-masing sistem hukum

merespons praktik kohabitasi yang berkembang di masyarakat.

. Pendekatan Penelitian

Berangkat dari jenis penelitian kualitatif dan berfokus pada studi

literatur, maka pendekatan penelitian ini bersifat normatif dengan menganalisis
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norma-norma hukum untuk memahami kebijakan hukum terhadap praktik
kumpul kebo (kohabitasi) dalam perspektif Qanun Aceh dan hukum positif
Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada penelaahan peraturan perundang-
undangan, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan, guna
mengkaji dasar hukum, bentuk pengaturan, dan prinsip-prinsip hukum yang
mengatur kohabitasi ditinjau dari aspek kelembagaan penegakan hukum,
norma dan ketentuan hukum yang mengaturnya, serta sikap dan nilai budaya
hukum masyarakat Indonesia.

Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya ‘“Pengantar
Penelitian Hukum,” pendekatan normatif merupakan metode yang
menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan dan dokumen hukum yang
relevan sebagai dasar untuk menangani permasalahan hukum tertentu.??
Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer
dan data sekunder. Adapun data primer dalam penelitian ini berasal dari Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 yang mengatur
kohabitasi sebagai perbuatan khalwat dan termasuk jarimah yang dikenai
uqubat ta ‘zir dengan mekanisme penegakan delik absolut, serta Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 yang mengatur kohabitasi sebagai
delik aduan, sehingga penegakannya bergantung pada laporan pihak yang

berhak.

15.

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12—
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Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti
jurnal, artikel, karya ilmiah, serta buku-buku hukum dan studi komparatif yang
relevan dengan fokus penelitian ini, yang membantu memperkuat analisis dan
memberikan konteks teoritis terhadap fenomena kohabitasi.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya
melalui studi kepustakaan (/ibrary research), sesuai dengan karakter penelitian
hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan konsep
hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan
hukum yang relevan dengan objek penelitian, meliputi bahan hukum primer
berupa Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Hukum Jinayat, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel,
skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas mengenai kohabitasi, khalwat,
hukum pidana, hukum Islam, dan teori perbandingan hukum.

Seluruh data kepustakaan tersebut digunakan untuk membangun
kerangka teoritis, mengkaji argumentasi hukum, serta menyusun analisis
mengenai pengaturan hukum terhadap praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam
hukum positif Indonesia dan hukum Islam di Aceh. Selain itu, data yang
diperoleh juga digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kedua
sistem hukum tersebut, khususnya terkait karakter delik, ruang lingkup
pengaturan, dan mekanisme penegakan hukumnya melalui pendekatan teori

perbandingan hukum.
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6. Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa
proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi
data dilakukan dengan menyeleksi dan memilah berbagai bahan hukum serta
literatur yang telah dikumpulkan, kemudian memfokuskan pada data yang
relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan
praktik kumpul kebo (kohabitasi) dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 dan konsep khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
Selanjutnya, data yang telah diseleksi disusun dan disajikan secara deskriptif
naratif guna mempermudah analisis terhadap dasar hukum, karakter delik,
ruang lingkup pengaturan, serta mekanisme penegakan hukum dalam kedua
sistem hukum tersebut.

Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan
hasil analisis secara komprehensif berdasarkan pendekatan teori perbandingan
hukum Satjipto Rahardjo. Melalui tahapan ini, penelitian diarahkan untuk
menjelaskan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum terhadap praktik
kohabitasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam di Aceh, termasuk
dasar pemikiran pembentukannya, karakter delik, serta implikasi hukumnya
terhadap penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai konstruksi hukum

terhadap praktik kohabitasi dalam kedua sistem hukum tersebut.
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G. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pembahasan mengenai landasan teori dalam penelitian
ini, yaitu teori perbandingan hukum Satjipto Rahardjo.

BAB III merupakan pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap
Kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 dan Khalwat dalam Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014.

BAB IV merupakan pembahasan mengenai analisis perbandingan struktur
yuridis, unsur-unsur tindak pidana (Legal elements), mekanisme penegakan hukum
dan wewenang aparat dalam menindak tindak pidana Kohabitasi berdasarkan UU
No. 1 Tahun 2023 dengan tindak pidana Khalwat berdasarkan Qanun Aceh No. 6
Tahun 2014 menggunakan teori perbandingan hukum Satjipto Rahardjo.

BAB V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai dualisme kriminalisasi

kesusilaan di Indonesia melalui perbandingan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat, maka penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kohabitasi dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Khalwat memiliki persamaan dalam struktur yuridis dan unsur-unsur tindak
pidana, yaitu sama-sama mengatur hubungan laki-laki dan perempuan di luar
perkawinan yang sah melalui norma larangan yang disertai sanksi hukum.
Namun, keduanya berbeda dalam perumusan perbuatan yang dilarang dan
ruang lingkup pengaturannya, di mana kohabitasi berfokus pada hidup bersama
layaknya suami istri tanpa perkawinan yang sah, sedangkan khalwat berfokus
pada keadaan yang berpotensi mengarah kepada perzinaan. Selain itu,
kohabitasi dalam KUHP dikonstruksikan sebagai delik aduan yang membatasi
intervensi negara dalam penegakan hukumnya, sedangkan khalwat dalam
Qanun Aceh dikonstruksikan sebagai jarimah publik berbasis syariat Islam
dengan mekanisme penegakan yang lebih aktif, preventif, dan memiliki ruang

lingkup pengaturan yang lebih luas. Persamaan dan perbedaan tersebut

113
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dipengaruhi oleh faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi
pembentukan kedua aturan.

Selanjutnya, dalam aspek mekanisme penegakan hukum dan wewenang aparat,
kedua ketentuan sama-sama bertujuan menjaga nilai kesusilaan dan ketertiban
masyarakat melalui instrumen hukum. Perbedaannya terletak pada karakter
penegakan hukumnya, di mana kohabitasi merupakan delik aduan absolut yang
memerlukan pengaduan dari pihak tertentu, sedangkan khalwat dapat ditindak
langsung oleh aparat penegak syariat. Perbedaan tersebut juga berimplikasi
pada kewenangan aparat yang terlibat dalam penegakan hukumnya sesuai

dengan sistem hukum yang mendasari masing-masing pengaturan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai dualisme kriminalisasi

kesusilaan di Indonesia melalui perbandingan Pasal 412 Undang-Undang Nomor

1/2023 dan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6/2014 tentang khalwat, maka penulis

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Penelitian ini masih bersifat normatif-komparatif dengan fokus pada analisis
perbandingan pengaturan hukum, mekanisme penegakan hukum, serta
perbedaan paradigma kriminalisasi kesusilaan antara hukum pidana nasional
dan hukum jinayat Aceh. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada konstruksi
norma, karakter delik, wewenang aparat penegak hukum, dan orientasi
perlindungan moral dalam kedua aturan tersebut. Adapun keterbatasan
penelitian ini terletak pada belum mendalamnya kajian mengenai implementasi

kedua pengaturan dalam praktik penegakan hukum, khususnya penerapan
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Pasal 412 KUHP Nasional dan Pasal 23 Qanun Aceh dalam kehidupan
masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga belum mengkaji secara komprehensif
mengenai putusan pengadilan, perspektif aparat penegak hukum, maupun
respons masyarakat terhadap dualisme pengaturan kesusilaan di Indonesia.

. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat
mengembangkan kajian dengan pendekatan empiris melalui wawancara,
observasi lapangan, dan analisis praktik penegakan hukum terhadap tindak
pidana kohabitasi dan khalwat. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu
mengkaji efektivitas penerapan kedua aturan tersebut dalam menjaga
ketertiban sosial dan moralitas masyarakat, termasuk melalui analisis putusan
pengadilan serta pandangan aparat penegak hukum, tokoh agama, dan
masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan
interdisipliner, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum pidana
Islam, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
dinamika dualisme kriminalisasi kesusilaan antara hukum nasional dan hukum

berbasis syariat di Indonesia.
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